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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aparatur Sipil Negara sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 

menegaskan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan dalam 

mengembangkan kompetensi. Pengembangan Kompetensi  merupakan upaya untuk 

pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan 

rencana pengembangan karier. Oleh karena itu setiap PNS memiliki hak dan 

kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan 

memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang 

bersangkutan. Sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 

tentang Manajemen  Pegawai Negeri Sipil, dimana bagi setiap PNS pengembangan 

kompetensi dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) Jam pelatihan dalam 1 (satu) 

tahun. 

Melalui kebijakan transformasi digital Kementerian Agama hadir disetiap 

layanan kepada publik, tak terkecuali pada bidang pengembangan kompetensi. 

Mengutip laporan We Are Social (2023) tercatat bahwa jumlah pengguna internet di 

Indonesia telah mencapai 212,9 juta pada Januari 2023. Ini berarti sekitar 77% dari 

populasi Indonesia telah menggunakan internet. Terlihat dengan jelas bahwa tuntutan 

perubahan terutama pelatihan bagi  SDM Kementerian Agama mutlak dibutuhkan 

untuk mengimbangi trend disrupsi yang terjadi. Dalam pendidikan dan pelatihan hal 

ini mengubah paradigma model pembelajaran dari pusat teacher centered ke learner 

centered. Perubahan ini mendorong peserta untuk menggunakan internet sebagai 

sumber informasi lebih sering daripada sumber belajar konvensional seperti guru dan 

perpustakaan. 

Perkembangan teknologi informasi juga telah membuka peluang bagi dunia 

pendidikan untuk mengembangkan model pembelajaran yang dapat membantu 
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peserta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dibidangnya. Saat ini model 

pembelajaran yang banyak digunakan oleh berbagai komunitas disiplin ilmu adalah 

model pembelajaran elektronik (e-learning). Disamping itu, masyarakat juga 

mengenal istilah Pendidikan jarak jauh yang merupakan jenis pendidikan formal di 

mana peserta didik  dan pendidik berada di tempat yang berbeda, sehingga 

memerlukan system telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan mereka dan 

berbagai sumber daya yang diperlukan untuk program tersebut. Pelatihan Jarak Jauh 

(Distance Leaming) yang kemudian disingkat PJJ merupakan proses pembelajaran 

yang dilaksanakan di luar tempat penyelenggaraan pelatihan yang menekankan pada 

pembelajaran mandiri yang dikelola secara sistematik dan tidak terbatas olehjarak 

dan waktu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran 

Tuntutan lain dalam  era disrupsi  saat ini memaksa setiap organisasi untuk 

berkolaborasi, karena tidak ada satu masalah yang dapat diselesaikan melalui satu 

bidang keilmuan, lembaga pemerintah harus dapat menangkal segala kemungkinan 

di era yang serba tidak dapat diprediksi saat ini. Kolaborasi  merupakan upaya 

bersama dalam menciptakan hasil yang lebih kualified. Permasalahan tersebut dapat 

bersama-sama dikaji melalui berbagai data-data yang tersaji dan dimanfaatkan. 

Ekosistem yang ada harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang diminta dan 

memanfaatkan setiap peluang yang tersedia. Berbagai jenis pelatihan dan kegiatan 

serta  alumni yang dihadirkan semestinya dapat digunakan untuk memberikan insight 

pada pihak lain yang membutuhkan sehingga kehadirannya dapat dirasakan.  

Pengembangan bentuk atau  model pelatihan diharapkan dapat memberikan 

pemerataan kesempatan bagi seluruh SDM Kementerian Agama dan dapat 

menjangkau seluruh pelosok wilayah di Indonesia. Peningkatan kompetensi dan 

frekuensi layanan pelatihan dapat dilakukan dengan mengembangkan Pelatihan 

Jarak Jauh (PJJ) berbasis teknologi informasi. Dibutuhkan suatu norma/standar yang 

perlu dihadirkan agar pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi SDM 

Kementerian Agama melalui pelatihan jarak jauh, untuk menghasilkan keluaran dan 

hasil yang berkualitas. 
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B. Tujuan 

Tujuan petunjuk teknis ini adalah terselenggaranya Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) 

pada Pusdiklat Tenaga Administrasi, Balai Diklat Kegamaan dan Loka Diklat 

Keagamaan secara terstandar, akuntabel, dan efektif berdasarkan norma, standar, 

prosedur dan kriteria yang baku sehingga menghasilkan keluaran dan hasil yang 

berkualitas. 

C. Ruang Lingkup 

Petunjuk teknis ini meliputi: 

- Pendahuluan; 

- Perencanaan; 

- Penyelenggaraan; 

- Evaluasi; dan 

- Dukungan administrasi dan teknologi.  

D.   Pengertian Umum 

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah; 

2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; 

4. Pelatihan adalah penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka mengembangkan 

kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil 

Negara (PN-PASN), dan Masyarakat sesuai persyaratan jabatan pada 

Kementerian Agama, yang dilaksanakan dalam durasi tertentu;  

5. Pengelola pelatihan adalah ASN yang bertugas pada lembaga pelatihan yang 

secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan 
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dan mengevaluasi Pelatihan dengan mengacu kepada pedoman yang di tetapkan 

oleh instansi Pembina; 

6. Peserta pelatihan adalah PNS, PPPK, PN-PASN, dan Masyarakat yang 

menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Agama; 

7. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah 

satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan 

dikembangkannya di jaringan komputer memungkinkan untuk dikembangkan 

dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan 

komputer yang lebih luas yaitu internet. Penyajian e-learning berbasis web ini 

bisa menjadi lebih interaktif; 

8. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS 

yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas 

jabatannya; 

9. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan 

Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan 

standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier; 

10. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang 

dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang 

teknis Jabatan 
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BAB II 

MEKANISME PENGELOLAAN PELATIHAN JARAK JAUH 

 

A. Perencanaan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) 

Proses PJJ meliputi kegiatan analisis kebutuhan PJJ, desain PJJ dan 

pengembangan bahan ajar PJJ. Proses Perencanaan PJJ dilakukan oleh unit yang 

melakukan perencanaan dan pengembangan pelatihan.  

1. Analisis Kebutuhan PJJ  

Kegiatan analisis kebutuhan PJJ dilakukan melalui proses Analisis Kebutuhan 

Pembelajaran (AKP) sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan 

dengan memperhatikan hal-hal berikut:  

a. Standar kompetensi yang akan dicapai;  

b. Kebijakan Pusdiklat Pemilik Program; dan/ atau  

c. Kesepakatan dengan Unit Pengguna,  

hasil Analisis Kebutuhan PJJ dituangkan dalam kalender pembelajaran Pusdiklat 

Pemilik Program dan Balai Diklat Keagamaan dan Loka Diklat Keagamaan. 

2. Desain PJJ  

a. Pelatihan Jarak Jauh dapat disusun dari:  

1) Konversi Pelatihan Klasikal;  

2) Pelatihan yang didesain khusus untuk PJJ dan berdiri sendiri; atau  

3) Kombinasi dengan pembelajaran klasikal dan/ atau pembelajaran non 

klasikal (blended learning).  

b. Desain PJJ dapat berupa desain atas pelatihan baru atau merupakan 

modifikasi dari pelatihan klasikal yang sudah ada. 

c. Desain PJJ memiliki kriteria sebagai berikut:  

1) Desain PJJ secara umum  

a) Paling sedikit 8 (delapan) JP per hari dengan paling banyak 5 (lima) 

JP per hari berupa tatap muka synchronous; dan  
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b) Durasi PJJ paling lama 5 (lima) hari dan 10 (sepuluh) hari sesuai 

kebutuhan pelatihan untuk pelatihan teknis administrasi dan 10 

(sepuluh) hari untuk TOT. 

2) Desain PJJ dengan pembelajaran terintegrasi (70:20) dan/atau action 

learning  

a) Paling sedikit 8 (delapan) JP per hari dengan paling banyak 5 (lima) 

JP per hari berupa tatap muka synchronous untuk kegiatan belajar 

yang difasilitasi penyelenggara (facilitated-led); dan 

b) Durasi PJJ sesuai dengan durasi keseluruhan pelaksanaan 

pembelajaran terintegrasi (facilitated-led, mandiri, dan/ atau action 

learning).  

c) Ketentuan mengenai jumlah JP per hari sebagaimana dimaksud pada 

huruf a) dikecualikan untuk pelaksanaan pembelajaran terintegrasi.  

Hasil desain Pelatihan Jarak Jauh paling kurang dituangkan dalam Kerangka Acuan 

Kerja (KAK), serta dapat dilengkapi dengan RBPMP/RP (Rancang Bangun Program 

Mata Pelatihan/Rencana Pembelajaran). 

 

B. Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) 

Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh dilakukan oleh unit yang melakukan 

penyelenggaraan Pelatihan. Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh dilaksanakan 

melalui beberapa tahapan, yaitu:  

• Persiapan Pelatihan;  

• Kegiatan Pelatihan; dan 

• Purna pelatihan. 

1. Tahapan Persiapan Pelatihan  

a. Pengelolaan Peserta; 

Peserta PJJ merupakan SDM Aparatur yang memenuhi syarat dan dibuktikan 

dengan Surat Tugas dari unit asal peserta. Selama pelaksanaan PJJ peserta 

dapat dibebastugaskan atau tidak dibebastugaskan dari pekerjaan sehari-hari 

sesuai kebutuhan capaian pelatihan. Dalam satu kelas PJJ, paling banyak 40 
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(empat puluh) peserta. Peserta dapat berasal dari lintas provinsi, lintas unit 

kerja, lintas kementerian/lembaga dan masyarakat. 

b. Pengelolaan Pengajar;  

Pemilihan dan Penunjukan Pengajar berdasarkan atas rekomendasi tenaga 

pengajar. Dalam hal:  

1) Atas rekomendasi tenaga pengajar, pengajar tidak bersedia maka unit yang 

mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pelatihan berkoordinasi 

dengan unit yang mempunyai tugas melakukan perencanaan dan 

pengembangan diklat untuk mendapatkan rekomendasi tenaga pengajar 

yang baru.  

2) Pengajar berhalangan hadir sesuai jadwal, maka unit yang mempunyai 

tugas melakukan penyelenggaraan pelatihan dapat menunjuk pengajar 

baru dengan tetap mempertimbangkan kompetensi dan persyaratan 

pengajar.  

c. Rapat Persiapan;  

Rapat persiapan dilakukan untuk membahas paling kurang kegiatan/ aktivitas 

pembelajaran, sarana prasarana pendukung, dan dukungan teknologi yang 

digunakan.  

d. Pengelolaan Jadwal;  

Pengelolaan jadwal mengacu pada kalender pembelajaran dan desain 

pembelajaran yang telah dituangkan dalam program kerja. 

e. Penyiapan Dokumen Pendukung; dan  

Penyiapan dokumen pendukung paling kurang terdiri atas Keputusan 

Penyelenggaraan Pelatihan dan Panduan Penyelenggaraan Pelatihan. 

f. Pengoordinasian Kebutuhan Penyelenggaraan Pelatihan.  

Pengoordinasian kebutuhan penyelenggaraan pelatihan meliputi pengajuan 

sarana prasarana Learning Management System (LMS), honor, dan penyiapan 

kelengkapan peserta. Dalam hal: 

1. Pengumuman Daftar Pelatihan 

a) Penyelenggara pelatihan unit Pusat, Balai Diklat Keagamaan dan 

Loka Diklat Keagamaan berkoordinasi dengan admin pusat 

(Sekretariat Balitbangdikla)  untuk pembuatan kategori/sub kategori 
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dan pelatihan (course) pada sistem LMS dengan lama resmi 

https://pjj.kemenag.go.id.  

b) Admin pusat memenuhi permintaan sesuai kriteria 

c) PIC/penyelenggara pelatihan membuat pengumuman daftar pelatihan 

yang akan dilaksanakan  melalui laman resmi PJJ Kementerian 

Agama: https://pjj.kemenag.go.id, dan media informasi lainnya. 

2.  Pendaftaran Calon Peserta 

a) Calon peserta mendaftarkan diri secara online di website resmi dan 

melengkapi dokumen persyaratan. 

b) Untuk pelatihan tertentu ada proses persyaratan lainnya yang 

ditentukan panitia penyelenggara 

3)  Verifikasi data calon peserta 

a) Calon Peserta yang sudah mendaftarkan melalui website disesuaikan 

dengan kualifikasi yang disyaratkan penyelenggara pelatihan 

b) Pada pelatihan tertentu ada tahapan evaluasi awal yang akan 

dilakukan. 

4)  Penetapan Peserta 

a) Calon Peserta yang memenuhi syarat yang akan dipanggil menjadi 

peserta; 

b) Peserta dimasukkan dalam grup melalui sosial media berdasarkan 

pelatihan yang didaftarkan. 

2. Tahapan Pelaksanaan  Pelatihan  

a. Pelatihan Jarak Jauh dapat diselenggarakan oleh Pusdiklat dan/ atau Balai di 

lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, dengan 

ketentuan:  

1) Dalam 1 (satu) hari, penyelenggaraan pembelajaran tatap muka 

synchronous (contoh: video conference, live chat, live diskusi, dan kuis) 

dapat dilakukan secara parsial (contoh: 3 JP pada sesi pagi, 2 JP pada sesi 

siang, atau sore). 

2) Penyelenggaraaan pembelajaran asynchronous dapat berupa namun tidak 

terbatas pada penugasan atau forum diskusi (tidak live).  

https://pjj.kemenag.go.id/
https://pjj.kemenag.go.id/
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3) Penyelenggaraan pembelajaran mandiri dapat memanfaatkan e- Leaming, 

microleaming, podcast atau learning object lainnya.  

4) Peserta diberikan username dan password Learning management system 

(LMS). 

5) Peserta mendownload materi yang telah disediakan di Learning 

management system (LMS). 

6) Pada saat pembelajaran berlangsung panitia menyediakan link zoom 

dalam Learning management system (LMS) sebagai media pembelajaran 

synchronous 

 

b. Tahapan Kegiatan Pelatihan meliputi:  

1) Pembukaan; Pembukaan dilakukan dengan pernyataan resmi pembukaan 

dan tanpa terikat dengan tata cara tertentu.  

2) Membangun Komitmen Belajar (Bulding Learning Commitment (BLC)); 

Materi dalam BLC paling sedikit terdiri atas perkenalan antar peserta, PIC 

Penyelenggaraan dan/atau petugas panitia, penjelasan program, tata tertib 

peserta, hak dan kewajiban peserta, dan pengenalan lingkungan.  

3) Pengelolaan Kelas; Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PJJ paling 

kurang meliputi:  

a) Pelaksanaan pembelajaran synchronous dikoordinasikan dan/atau 

dipandu oleh paling kurang 1 (satu) orang PIC penyelenggaraan dan 1 

(satu) orang pengajar; dan 

b) Pelaksanaan pembelajaran asynchronous dikoordinasikan oleh paling 

kurang 1 (satu) orang panitia penyelenggaraan dan/atau 1 (satu) orang 

pengajar.  

Untuk memudahkan koordinasi penyelenggaraan PJJ, PIC 

Penyelenggaraan dapat membentuk grup komunikasi antara peserta, 

panitia, dan/ atau pengajar agar koordinasi kegiatan PJJ dapat 

dilaksanakan dengan baik.  

4) Pengembalian Peserta Yang Tidak Berhak Melanjutkan Pelatihan;  
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Pengembalian peserta yang tidak berhak melanjutkan pelatihan 

dilakukan terhadap peserta yang tidak berhak melanjutkan pelatihan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

5)   Penutupan.  

Penutupan dilakukan dengan pernyataan resmi penutupan dan tanpa 

terikat dengan tata cara tertentu.  

c. Pengelolaan Kejadian Khusus  

Merupakan penanganan terhadap:  

1) Kejadian Luar Biasa antara lain, huru hara, bencana alam, atau kebakaran; 

dan 

2) Kondisi Peserta antara lain, kecelakaan, sakit, atau meninggal, pada saat 

mengikuti PJJ.  

Pengelolaan Kejadian Khusus dilakukan sesuai dengan standar operasional 

prosedur yang berlaku dan disampaikan secara berjenjang kepada Kepala 

Pusat atau Kepala Balai dan Loka Diklat. 

3. Tahapan  Purna Pelatihan  

a. Penyampaian Surat Pengembalian Peserta yang telah selesai melakukan 

kegiatan;  

Surat pengembalian peserta disampaikan kepada Unit Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja (Satker) yang mempunyai tugas 

melakukan pengembangan pegawai pada masing-masing.  

b. Fasilitasi Forum Alumni Pelatihan.  

Fasilitasi forum alumni pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan alumni 

dengan:  

1)   penyediaan forum diskusi melalui media:  

a) elektronik; dan/ atau  

b) tatap muka.  

2)   penyediaan sarana prasarana diskusi. 
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C. Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh  

Proses Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh dilakukan oleh unit/tim yang melakukan 

evaluasi pembelajaran.  

1. Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh  

Evaluasi Pelatihan Jarak Jauh terdiri dari:  

a. Evaluasi Penyelenggaraan dan Pengajar  

Dalam hal saran/masukan perlu ditindaklanjuti, dapat dilaksanakan 

konfirmasi hasil. Data hasil evaluasi penyelenggaraan, pengajar, dan 

konfimasi hasil digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi 

perbaikan. 

b. Evaluasi Hasil Peserta 

Evaluasi hasil peserta dengan melihat hasil capaian pada soal pretest dan 

posttest, serta tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar selama pelaksanaan 

pelatihan berlangsung. 

c. Evaluasi Pasca Pelatihan 

Evaluasi Pasca pelatihan dilakukan untuk program yang telah disepakati 

dengan unit pengguna dan terdokumentasikan dalam desain pembelajaran. 

Evaluasi Pasca pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Evaluasi pasca pelatihan jarak jauh diisi sesuai dengan format 

sebagai berikut: 
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Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai dengan penilaian Saudara, dengan pilihan 

(1) Kurang Baik, (2) Cukup Baik, (3) Baik, (4) Sangat Baik 

 

NO KETERANGAN 1 2 3 4 

1 Pedoman penggunaan web e-learning informatif 

dan mudah dipahami 

    

2 Website e-learning mudah di akses     

3 Kemudahan regristrasi pelatihan     

4 Proses pembelajaran dalam learning manajemen 

system memiliki fitur lengkap 

    

5 Fitur (materi, pre test, pos test, syncrhonus dan 

evaluasi) yang tersedia, mudah dioperasikan 

    

6. Durasi penyelenggaraan pelatihan     

7 Penyajian materi disajikan dengan sistematis     

8 Kualitas bahan ajar     

9 Komposisi materi pelatihan     

10 Sekuensi materi pelatihan     

11 Tampilan tayangan jelas dan menarik     

12 Kemanfaatan proses pembelajaran synchronous 

efektif 

    

13 Tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal     

14 Komunikasi dan pelayanan penyelenggara terhadap 

peserta 

    

15. Penyampaian e-Sertifikat pelatihan     

 

• Pertanyaan Wawancara 

1. Apakah Pelatihan model PJJ memberikan dampak dalam kinerja? 

2. Apa yang paling berkesan dalam pelatihan PJJ ? 

3. Adakah saran dan masukan untuk penyelenggaraan kedepan? 

• Petunjuk pengisian 

Bapak/Ibu/Saudara dimohon untuk mengisi dengan cara menuliskan angka 

pilihan yang sesuai dengan kategori penilaian sebagai berikut: 
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- Nilai persepsi 90 - 100 = sangat baik 

- Nilai persepsi 80 - 89 = baik 

- Nilai persepsi 70 - 79 = cukup baik 

- Nilai persepsi 60 - 69 = kurang baik 

2. Informasi dan Pelaporan Pelatihan Jarak Jauh  

a. Laporan  kegiatan PJJ berdasarkan bukti kegiatan pelatihan dan hasil evaluasi 

pengajar, penyelenggara dan peserta, disusun Laporan kegiatan PJJ. Laporan 

kegiatan PJJ dimuat dalam laporan kinerja yang disusun dan dilaporkan sesuai 

ketentuan mengenai laporan kinerja yang berlaku.  

b. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi  

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi dilakukan untuk memastikan bahwa 

rekomendasi atas perbaikan telah dilaksanakan. 

 

D. Dukungan Administrasi dan Teknologi 

1. Dukungan Administrasi  

a. Bukti Pelatihan  

Bukti Pelatihan dikoordinasikan oleh unit yang melakukan Penyelenggaraan, 

berupa softcopy dokumen (bersifat elektronik):  

1)   Bukti Kehadiran  

Bukti Kehadiran berupa salah satu dari:  

a) Catatan Login yang menunjukkan kehadiran peserta dan tenaga 

pelatihan secara digital dalam proses pembelajaran; 

b) Rekaman video yang menunjukkan kehadiran peserta dan tenaga 

pelatihan secara visual dalam proses pembelajaran;  

c) Screenshot kegiatan pembelajaran yang menunjukkan daftar 

kehadiran peserta dan tenaga pelatihan dalam kegiatan terkait; 

dan/atau 

d) Transkrip diskusi yang menunjukkan partisipasi peserta dan 

pengajar dalam kegiatan terkait.  
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2) Bukti Pembelajaran  

Bukti Pembelajaran berupa salah satu dari:  

a) Materi/Bahan Ajar dari Pengajaryang digunakan dalam 

memfasilitasi proses pembelajaran dalam bentuk bahan tayang, 

video, dan/ atau bahan lainnya; 

b) Ringkasan;  

c) Leaming Journal; dan/ atau  

d) Tugas yang dikurripulkan oleh Peserta. 

2. Hak dan Kewajiban 

‘ 

Pihak Hak Kewajiban 

Peserta - Mendapatkan Surat Tugas 

- Mendapatkan 

Pengembangan 

Kompetensi 

- Hadir dan mengikuti 

PJJ sesuai jadwal yang 

telah ditetapkan 

- Menaati tata tertib PJJ 

Pengajar - Memperoleh honorarium; 

dan/atau 

- Pemenuhan SKP 

- Menyampaikan materi 

dan menyiapkan 

kegiatan (penugasan, 

diskusi, studi kasus) 

sesuai dengan design. 

- Memberikan penilaian 

sebagai evaluasi peserta 

Penyelenggara - Melaksanakan penegakan 

aturan sesuai ketentuan PJJ 

yang berlaku 

- Membatalkan kelulusan 

peserta dalam hal terjadi 

pelanggaran material pada 

saat penyelenggaraan PJJ 

- Memberikan layanan 

pelatihan PJJ 

- Memberikan dukungan 

administratif kebutuhan 

PJJ 

- Memastikan kelancaran 

pelaksanaan PJJ 
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BAB III 

P E N U T U P 

 

Petunjuk Teknis (Juknis) ini merupakan acuan bagi Pusdiklat Tenaga 

Administrasi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik Balai Diklat Keagamaan (BDK) serta 

Loka Diklat Keagamaan dalam menyelenggarakan Pelatihan Jarak Jauh (Distance 

Learning). Hal-hal yang belum diatur dalam juknis ini akan diatur lebih lanjut. Petunjuk 

teknis ini berlaku mulai tanggal ditetapkan serta mencabut ketentuan pada petunjuk teknis 

sebelumnya.  
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